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MANDAT UU NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB IV Pasal 7, 8, dan 9

Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Kabupaten/Kota

RENCANA INDUK 

PEMBANGUNAN 

KEPARIWISATAAN 

NASIONAL

2010 – 2025 
(PP 50/2011)

RIPPARDA 
PROVINSI 
(PERDA)

RIPPARDA 

KABUPATEN 
(PERDA )

Dasar Hukum

Kepariwisataan
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PEMBANGUNAN 

DESTINASI

1. Perwilayahan Pembangunan DPN 

(DPN & KSPN); 

2. Pembangunan DTW; 

3. Pembangunan Aksesibilitas 

Pariwisata; 

4. Pembangunan Prasarana Umum, 

Fasilitas Umum dan Fasilitas 

Pariwisata; 

5. Pemberdayaan Masyarakat 

melalui Kepariwisataan; dan

6. Pengembangan investasi di 

bidang pariwisata

PEMBANGUNAN 

KELEMBAGAAN

1. Penguatan Organisasi 

Kepariwisataan; 

2. Pengembangan SDM 

Pariwisata; dan

3. Penyelenggaraan 

penelitian dan 

pengembangan

4. Harmonisasi dan 

sinkronisasi kebijakan

5. Pengembangan 

Kemitraan 

kepariwisataan

PEMBANGUNAN 

PEMASARAN

1. Pengembangan pasar 

wisatawan; 

2. Pengembangan citra 

pariwisata; 

3. Pengembangan kemitraan 

Pemasaran Pariwisata; dan 

4. Pengembangan promosi 

pariwisata

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI

1. Penguatan struktur 

Industri Pariwisata;

2. Peningkatan daya saing 

produk pariwisata;

3. Pengembangan 

kemitraan Usaha 

Pariwisata;

4. Penciptaan kredibilitas 

bisnis; 

5. Pengembangan 

tanggung jawab 

terhadap lingkungan;

6. Pengembangan SDM 

Industri Pariwisata

VISI: “Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, 
berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.”

1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah 

dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan 

nasional, daerah dan masyarakat;

2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan 

bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan 

wisatawan nusantara dan mancanegara;

3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan 
kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam 
dan sosial budaya; dan

4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan 
masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme 
operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong 
terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2011 

Ruang Lingkup
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INDONESIA adalah negara kepulauan yang 
mempunyai letak SANGAT STRATEGIS baik 
secara GEOGRAFIS dan IKLIM.

INDONESIA merupakan ARENA BAHARI 
TERBESAR di Asia.

INDONESIA merupakan LINTASAN KAPAL 
LAYAR DUNIA :
- dari Timur ke Barat dan sebaliknya
- dari Samudera Pasifik ke Atlantik






5000 yachts/ 
year to
ENTER 

Indonesia



• KUPANG 
• ALOR
• LEMBATA
• MAUMERE
• ENDE 
• RIUNG 
• LABUAN BAJO
• ROTE 
• SABU
• EAST SUMBA
• CENTRAL SUMBA
• BIMA
• NORTH LOMBOK
• NORTHERN BALI

• SOUTHERN BALI
• KARIMUNJAWA
• KUMAI
• BELITUNG 
• BATAM
• SAUMLAKI
• SOUTH EAST 

MOLUCCA
• BANDA ISLAND 
• AMBON
• WAKATOBI
• BAU-BAU
• MAKASAR

INDONESIA SAILING DESTINATION
UPDATED FOR  THE YEAR OF 2012



18 of ENTRY & EXIT POINT 
PERPRES No. 79 TAHUN 2011

1) Pelabuhan Sabang, NAD, 

2) Pelabuhan Belawan, Sumut, 

3) Pelabuhan Teluk Bayur, Sumbar, 

4) Nongsa Piont Marina, Kepri, 

5) Bandar Bintan Telane, Kepri, 

6) Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka 

Belitung, 

7) Pelabuhan Sunda Kelapa dan 

Pelabuhan Marina Ancol, DKI, 

8) Pelabuhan Benoa, Bali, 

9) Pelabuhan Tenau, NTT, 

10) Pelabuhan Kumai, Kalteng, 

11) Pelabuhan Tarakan, Kaltim, 

12) Pelabuhan Nunukan, Kaltim, 

13) Pelabuhan Bitung, Sultra, 

14) Pelabuhan Ambon, Maluku, 

15) Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara 

Barat, 

16) Pelabuhan Tual, Maluku, 

17) Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan 

18) Pelabuhan Biak, Papua.





TITIK LABUH termasuk ENTRY & EXIT POINT 

Yang  Aktif Disinggahi Yachter Dunia

MALUKU Saumlaki, Tual, Banda, Ambon

MALUKU UTARA Morotai, Jailolo, Ternate, Gura Ici, Labuha

SULAWESI TENGAH Kep. Togean, Kep. Banggai, Tolitoli

PAPUA BARAT Sorong , Raja Ampat

PAPUA Biak

NUSA TENGGARA TIMUR Kupang, Alor, Lembata, Larantuka, Maumere, Mausambi,

Riung, Labuan Bajo, Rote, Sabu , Sumba Timur , Sumba 

Tengah

NUSA TENGGARA BARAT Bima, Lombok Utara

BALI Benoa, Serangan, Buleleng/ Lovina

SULAWESI SELATAN Takabonerate, Selayar, Bulukumba, Makassar

JAWA TENGAH Karimun Jawa

KALIMANTAN TENGAH Kumai

BANGKA BELITUNG Tanjung Pandan

KEPULAUAN RIAU Lingga, Singkep , Bintan, Batam, Anambas, Natuna

KALIMANTAN TIMUR Tarakan, Berau
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1. DANAU TOBA (SUMUT)
2. KEPULAUAN SERIBU (DKI JAKARTA) 
3. KOTA TUA (DKI JAKARTA)
4. BOROBUDUR (JATENG)
5. BROMO – TENGGER – SUMERU 

(JATIM)
6. KINTAMANI – DANAU BATUR (BALI)
7. MENJONGAN – PEMUTERAN (BALI)
8. KUTA – SANUR - NUSA DUA (BALI) 
9. GUNUNG RINJANI (NTB)
10.KOMODO (NTT)
11.ENDE- D.KELIMUTU (NTT)
12.TANJUNG PUTING (KALTENG)
13.TORAJA (SULSEL)
14.BUNAKEN (SULUT)
15.WAKATOBI (SULTENG)
16.RAJA AMPAT (PAPUA BARAT)

Destination
16 Sector 

Thematic
Tourism 
7 theme

DemandSupply

Int’l 
16 Market

Domestic 

Primary 1. Singapura 

2. Malaysia

3. Australia

Seconda

ry

4. China

5. Jepang

6. Korea

Selatan

7. Filipina

8. Taiwan

9. USA

10. UK

11. Perancis

Emerging 12. India 

13. Netherlan

ds

14. Timur 

Tengah

15. Jerman

16. Russia

• Culture and Heritage

• Nature and 
Ecotourism

• Sport and 
Recreation(diving, 

surfing, yachting, 

trekking, hiking, golf, 

cycling, hash dll)

• Cruise ship
• Culinary and Shopping
• Health and Wellness
• MICE

Strategi

Industri

Pariwisata

1. Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata

2. Standar Usaha 

Pariwisata

3. Sertifikasi Usaha 

Pariwisata



PROGRAM PENGEMBANGAN 

INDUSTRI PARIWISATA BAHARI INDONESIA

Pengembangan 
Industri

Pariwisata Bahari
Yang Berdaya 

Saing
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• Penyusunan Standar Usaha Wisata Bahari

• Peningkatan Pelayanan Usaha Wisata Bahari

• Peningkatan Iklim Investasi (Implementasi TDUP Wisata

Bahari)

• Indonesia World Underwater Photo Contest

• Sertifikasi Usaha Pariwisata Bahari

• Koordinasi Lintas Sektor Kunjungan Kapal Wisata

(Yatch) Asing Ke Indonesia

• Pengembangan Jalur Dan Titik Labuh Yatch

• Fasilitasi Akselerasi Peningkatan Kapasitas 

Bandara/Pelabuhan Laut Di Pintu Gerbang Utama

• Kemitraan Usaha Pariwisata Bahari



“The BIGGEST , The LONGEST, The LARGEST 

and 

The MOST PRESTIGIOUS Activity For 

International Photography Competition of 

Indonesia Underwater “

(DEMA Show 2012, Las Vegas USA)

TERBESAR

TERLAMA 

TERLUAS 

PALING

BERGENGSI

Hadiah  US$ 200,000

Durasi Kompetisi Selama 11 

Bulan (Januari – November)

Mengambil foto di spot diving 

seluruh perairan Indonesia

Melibatkan 7 orang Juri 

Internasional

highlight  event  

PENJURIAN IWUPC 2013

( 3 – 7 Desember 2013 di Bali )
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DAYA SAING KEPARIWISATAAN INDONESIA (WEF, 2011 – 2013)
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Sumber: WEF report 2011, 2013
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Kebijakan dan
Peraturan

Keberlanjutan
Lingkungan

Keamanan dan
Keselamatan

Kesehatan dan
Kebersihan

Prioritas
Kepariwisataan

Infrastruktur
Transportasi

Udara
Infrastruktur
Transportasi

Darat
Infrastruktur

Pariwisata

Infrastruktur ICT

Daya Saing Harga

Sumber Daya
Manusia

Daya Tarik
Kepariwisataan

Sumber Daya
Alam

Sumber Daya
Budaya

2013

2011



Daya Saing Indonesia Unggul dibandingkan Negara Filipina dan Vietnam,
dan Kamboja dengan keunggulan utama adalah sumber daya alam
(peringkat 6) dan daya saing harga (peringkat 9)
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PERBANDINGAN DAYA SAING 
INDONESIA VS NEGARA-NEGARA ASEAN 



POSISI DAYA SAING PARIWISATA INDONESIA – 2013 

Daya Saing Indonesia di tingkat dunia berada di posisi 70, sedangkan Singapura di posisi 10, Malaysia di

posisi 34, dan Thailand di posisi 43. 

Indeks Daya Saing Kepariwisataan terdiri dari 3 (tiga) indeks dan 13 sub indeks, sebagai berikut :

I. KERANGKA REGULASI:

1) Peraturan dan Kebijakan
2) Lingkungan yang Berkelanjutan
3) Keamanan dan Keselamatan
4) Prioritas Pariwisata

II. INFRASTRUKTUR & 
BISNIS:

5) Infrastruktur transportasi udara
6) Infrastruktur transportasi darat
7) Infrastruktur ICT
8) Infrastruktur Pariwisata
9) Kompetivitas harga didalam industri

pariwisata

III. SUMBER DAYA 
MANUSIA, BUDAYA & ALAM

10) Sumber daya manusia
11) Pendukungan pariwisata
12) Sumber alam
13) Sumber daya budaya
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POSISI DAYA SAING PARIWISATA INDONESIA TAHUN 2013 
(Posisi Indonesia = 70 Dari 140 Negara)

Pilar 1: Kebijakan dan Regulasi 93

Kelaziman kepemilikan asing 73

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 80

Dampak bisnis terhadap peraturan yang berkaitan

dengan investasi asing (FDI) 77

Persyaratan Visa 100

Keterbukaan hubungan bilateral tentang

kebijakan pelayanan udara 33

Transparansi penyusunan kebijakan pemerintah 80

Waktu yang diperlukan untuk pengurusan bisnis 126

Biaya yang diperlukan untuk mengurus perizinan 102

GATS Commitments Restrictives index of T&T 45
Pilar 4 : Kesehatan dan Kebersihan 112

Jumlah dokter 111

Akses terhadap peningkatan sanitasi 105

Akses terhadap peningkatan air minum 109

Jumlah kamar rumah sakit 124

Pilar 3 : Keselamatan dan Keamanan 85

Bussiness cost of terrorism 117

Kehandalan pelayanan polisi 83

Biaya bisnis untuk penanggulangan kejahatan 

dan kekerasan 94

Kecelakaan di jalan raya 71

Pilar 2: Lingkungan yang Berkelanjutan 125

Ketatnya peraturan yang berkaitan dengan 

lingkungan 76

Penegakan hukum di bidang lingkungan 72

Pembangunan sektor/industri pariwisata yang 

Berkelanjutan 74

Emisi karbondioksida 51

Konsentrasi particulate matter 121

Spesies yang dilindungi 128

Ratifikasi perjanjian di sektor lingkungan 84

Indikator Rank/140 Indikator Rank/140
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POSISI DAYA SAING PARIWISATA INDONESIA TAHUN 2013 
(Posisi Indonesia = 70 Dari 140 Negara)

Pilar 5 : Prioritas Sektor Pariwisata 12

Prioritas pemerintah terhadap pembangunan industri 88

Anggaran biaya untuk sektor pariwisata 15

Efektivitas aktivitas pemasaran dan “branding” untuk

Menarik wisatawan. 75

Comprehensiveness of Annual T&T Data 11

Timelineness of Providing monthly/quarter T&T Data 17

Pilar 6 : Infrastruktur Transportasi Udara 54

Kualitas infrastruktur transportasi udara 85

Ketersediaan tempat duduk untuk penerbangan 

Domestik 9

Ketersediaan tempat duduk untuk penerbangan

Ternasional 28

Keberangkatan per 1.000 penduduk 88

Airport density/jumlah bandara 115

Jumlah operator/maskapai penerbangan. 36

Jaringan transportasi udara internasional 71

Pilar 7 : Infrastruktur Transportasi Darat 87

Kualitas jalan raya 89

Kualitas infrastrultur kereta api 51

Kualitas infrastruktur pelabuhan laut. 103

Kualitas jaringan transportasi darat 105

Tingkat ketersediaan jalan (Road density) 80

Pilar 8 : Infrastruktur Pariwisata 113

Kamar hotel 97

Ketersediaan perusahaan sewa mobil terkemuka.besar 111

Kartu Visa yang dapat diterima di ATM. 95

ICT Infra Structure 87

ICT Use for B to B transaction 97

ICT Use  for B to B transaction 44

Pilar 9 : Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi

Tingkat penggunaan internet oleh pebisnis 61

Pengguna internet. 101

Jaringan telepon. 78

Pelanggan internet broadband. 100

Pelanggan telepon mobile/handphone. 48

Indikator Rank/140 Indikator Rank/140
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POSISI DAYA SAING PARIWISATA INDONESIA TAHUN 2013 
(Posisi Indonesia = 70 Dari 140 Negara)

Pilar 10 : Daya Saing Harga Dalam Industri Pariwisata 9

Pajak tiket dan airport charge 14

Purchasing power parity 90

Extent and effect of taxation 14

Tingkat harga bahan bakar. 29

Indek harga sewa kamar hotel. 21

Pilar 11 : Sumberdaya Manusia 61

Masyarakat yang memperoleh pendidikan dasar. 57

Masyarakat yang memperoleh pendidikan menengah 44

Kualitas sistem pendidikan. 47

Ketersediaan pelayanan riset dan pelatihan. 57

Tingkat pelatihan staf. 39

Hiring and fring practise. 52

Ease of hiring foreign labor 74

HIV prevalence. 52

Dampak bisnis terhadap HIV/AIDS. 122

Tingkat harapan hidup masyarakat. 97

Pilar 12 : Afinitas Pariwisata

Keterbukaan terhadap kegiatan pariwisata. 122

Sikap masyarakat terhadap wisatawan. 114

Extension of business trips recommended. 85

Tingkatan Kepuasan Pelanggan 72

Pilar 13 : Sumberdaya Alam 6

Jumlah warisan alam dunia. 10

Area konservasi /protected area. 49

Kualitas lingkungan hidup. 89

Jumlah total spesies yang ditemukan. 4

Area terlindungi kelautan 38

Indikator Rank/140 Indikator Rank/140

Pilar 14 : Sumberdaya Budaya 38

Jumlah warisan budaya dunia. 27

Stadion olah raga. 118

Jumlah pameran dan festival internasional 41

Eskpor industri kreatif. 29
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TANDA DAFTAR 

USAHA PARIWISATA 

(TDUP)
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UU No. 10 Thn 2009 tentang Kepariwisataan

Pasal 15 Ayat (1) dan (2):

• Untuk dapat menyelenggarakan usaha
pariwisata, pengusaha pariwisata wajib
mendaftarkan usahanya terlebih dulu
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pendaftaran diatur dengan Peraturan
Menteri.

DASAR HUKUM
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Bidang Usaha Pariwisata
(sesuai Pasal 14, UU No 10 Th. 2009 Ttg Pariwisata)

1. Daya Tarik Wisata;

2. Kawasan Pariwisata;

3. Jasa Transportasi Wisata;

4. Jasa Perjalanan Wisata;

5. Jasa Makanan dan Minuman;

6. Penyediaan Akomodasi;

7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan
Rekreasi;

8. Penyelenggaraan
Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi, dan
Pameran (MICE) ;

9. Jasa Informasi Pariwisata; 

10. Jasa Konsultan Pariwisata; 

11. Jasa Pramuwisata; 

12. Wisata Tirta; dan

13. S p a
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Wisata Tirta

(Permenbudpa
r No. PM. 96/
HK. 501/
MKP/ 2010)

a. Wisata Bahari;
(Wisata Bahari adalah

penyelenggaraan wisata dan
olahraga air, termasuk
penyediaan sarana dan
prasarana serta jasa lainnya
yang dikelola secara
komersial di perairan laut.)

1) wisata selam;
2) wisata perahu

layar;
3) Wisata

memancing;
4) wisata selancar;
5) dermaga bahari;
6) Sub-jenis usaha

lainnya
ditetapkan oleh
Bupati, Walikota
dan/ atau
Gubernur.

BIDANG 

USAHA
JENIS USAHA

SUB-JENIS 

USAHA



STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI 

USAHA PARIWISATA 
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TUJUAN
STANDAR USAHA PARIWISATA

a. Menjamin kualitas produk usaha pariwisata
untuk memenuhi kebutuhan wisatawan/
konsumen

b. Memberikan perlindungan kepada wisatawan/
konsumen, pengusaha pariwisata, tenaga kerja
pariwisata, serta masyarakat, baik untuk
keselamatan, keamanan,kesehatan, hygiene
sanitasi dan pelestarian lingkungan hidup.
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UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 
TENTANG KEPARIWISATAAN 

Pasal 20 b

Hak

Wisatawan

Pasal 26 n

Kewajiban

Pengusaha

Pasal 53

Standar

Kompetensi

Pasal 54

Standar

Usaha

Pasal 55

LSU

Pariwisata

PERATURAN PEMERINTAH 
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UU NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Pasal 20 Huruf b : 

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;

b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
c. Perlindungan hukum dan keamanan;
d. Pelayanan kesehatan;
e. Perlindungan hak pribadi; dan
f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi



Pasal 26 huruf n
Pengusaha pariwisata berkewajiban :

a. Menjaga & menghormati norma agama, adat istiadat & budaya

b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab

c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif

d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan

e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi

f. Mengembangkan kemitraan dengan UMKM

g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan
kesempatan kepada tenaga kerja lokal

h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan

i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat

j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat
usahanya

k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri

l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya

m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara
bertanggungjawab

n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
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UU NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN



Pasal 13,18, 22,23,29

1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang Pariwisata

2) Menteri Menetapkan Standar Usaha Pariwisata

3) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh
Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang Pariwisata

4) Menteri Menunjuk dan Menetapkan LSU Bidang
Pariwisata

5) Menteri Menetapkan Tata Cara Sertifikasi Usaha
Pariwisata
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PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 52 TAHUN 2012 

TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA



Hal-hal pokok yang harus mendapat perhatian :

• KEAMANAN

(Security)

• KESELAMATAN

(Safety)

• KENYAMANAN

(Comfort)

• KEBERSIHAN

(Hygiene-sanitasi)

STANDAR 

USAHA 

PARIWISATA Perlindungan
Publik

Pasal 26 UU No 10 Tahun 2009 Ttg Kepariwisataan 28



Kawasan Pariwisata

Angkutan Jalan Wisata

Biro Perjalanan Wisata

Agen Perjalanan Wisata

Cafe

Rumah Makan

Restoran

Jasa Boga

Rumah Minum/Bar

Hotel Bintang

Hotel non Bintang

Villa
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STANDAR USAHA PARIWISATA

Pondok Wisata

Taman Rekreasi

Karaoke

Bar

Diskotik

Kelab Malam

Pertemuan, Perjalanan insentif, Konvensi, Pameran (MICE)

Informasi Pariwisata

Konsultan Pariwisata

Impresariat

Wisata Selam

Spa

Catatan : Empat Standar Usaha yang akan segera diselesaikan yaitu :
Villa, Wisata Perahu Layar, Lapangan Golf, dan Arena Permainan
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SEKIAN

30

TERIMA KASIH


